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Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan hal yang sangat penting bagi 
setiap desa, khususnya di Desa Margosari. Sejak tahun 2015 Desa Margosari 
telah menerima anggaran untuk melaksanakan pemerintahan desa, selain itu 
dengan pemberian anggaran kepada Desa Margosari diharapkan aparatur desa 
dapat memberikan pemerataan pembangunan serta dapat mengelola anggaran itu 
dengan baik dan benar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Pada metode wawancara dilakukan kepada Aparatur 
Desa Margosari antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, 
Kasi Pembangunan dan tidak lupa Masyarakat Desa Margosari. Penelitian ini 
menggunakan tahapan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018, terdapat lima tahapan dalam mencapai efektivitas pengelolaan keuangan 
desa, yaitu Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan 
Penatausahaan, Tahapan Pelaporan, dan Tahapan Pertanggungjawaban, dimana 
kelima tahapan ini memainkan setiap peran nya masing-masing dalam mencapai 
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Margosari dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa sudah dapat dikatakan efektif dimana dalam pengelolaan 
keuangan nya Desa Margosari telah mengikuti kelima tahapan yang ada. 

 
Kata kunci: Efektivitas; Tahapan Pengelolaan Keuangan; Pemerataan 
Pembangunan. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF MARGOSARI 

VILLAGE, METRI KIBANG SUB-DISTRICT, EAST LAMPUNG 

DISTRICT IN 2022 

 

 

By 

 

 

Reka Aryana Permata Suharto 

 

 

 
The effectiveness of Village Financial Management is very important for every 
village, especially in Margosari Village. Since 2015 Margosari Village has 
received a budget to carry out village administration, in addition to providing a 
budget to Margosari Village, it is hoped that the village apparatus can provide 
equitable development and can manage the budget properly and correctly so 
that the benefits can be felt by the community. This research uses descriptive 
research with a qualitative approach, data collection in this study was carried 
out by interview, observation and documentation methods. In the interview 
method, interviews were conducted with the Margosari Village Apparatus, 
including the Village Head, Village Secretary, Village Finance Section, 
Development Section and not forgetting the Margosari Village Community. 
This study uses the stages in the Regulation of the Minister of Home Affairs 
Number 20 of 2018, there are five stages in achieving the effectiveness of 
village financial management, namely the Planning Stage, Implementation 
Stage, Administration Stage, Reporting Stage, and Accountability Stage, where 
these five stages play each of their respective roles in achieving the 
Effectiveness of Village Financial Management. Margosari Village in Village 
Financial Management can be said to be effective where in its financial 
management Margosari Village has followed the five existing stages. 

 
Keywords: Effectiveness; Financial Management Stages; Equitable 
Development. 
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23. Kepada Mba Agnes, selaku kaka tingkat dan mba di HMJ Ilmu Pemerintahan, 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia, desa memegang peran yang penting dalam struktur 

administrasi pemerintahan. Desa merupakan unit terendah dalam 

administrasi pemerintahan, tetapi memiliki dampak yang besar dalam 

kehidupan masyarakat pedesaan. Secara geografis, desa-desa terletak di 

daerah pedesaan, di mana kehidupan masyarakat cenderung berkaitan 

dengan pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan 

dengan sumber daya alam. 

Sebagai unit administrasi terendah, desa bertanggung jawab untuk 

mengelola berbagai urusan masyarakat setempat. Hal ini termasuk 

penyediaan layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan 

pembangunan infrastruktur. Desa juga memiliki peran dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta memfasilitasi partisipasi warga 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan 

lokal. 

Meskipun memiliki peran yang penting, desa-desa seringkali dihadapkan 

pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan 

sumber daya, kurangnya akses terhadap layanan publik, dan tantangan 

dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, dengan 

dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait lainnya, desa- 

desa di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan 

nasional. 

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbatas secara teritorial yang 
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berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan 

berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak adat, atau hak tradisional. 

Dalam menjalankan pemerintahan di desa, desa dipimpin oleh seorang 

kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah di tingkat lokal. 

Di setiap desa, peran Kepala Desa sangat penting dalam memimpin dan 

mengelola seluruh aktivitas yang ada di Desa. Namun, untuk menangani 

berbagai tugas yang kompleks dan beragam, Kepala Desa dibantu oleh 

sejumlah staf yang memiliki tanggung jawab masing-masing. 

Sekretaris Desa, yang sering disebut Sekdes atau Carik. Sekdes bertanggung 

jawab untuk membantu Kepala Desa dalam administrasi dan pengelolaan 

berbagai dokumen resmi yang terkait dengan pemerintahan desa. Bendahara 

Desa, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, 

termasuk penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. 

Kemudian, terdapat beberapa Kasi yang mengelola bidang-bidang spesifik 

dalam pemerintahan desa. Misalnya, Kasi Pemerintahan bertanggung jawab 

untuk mengatur berbagai kegiatan administratif dan pemerintahan, 

sedangkan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan fokus pada program- 

program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga 

Kasi Kemasyarakatan, yang berperan dalam memfasilitasi interaksi antar 

warga dan berbagai kegiatan sosial di desa. Kaur Perencanaan bertanggung 

jawab untuk merencanakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas desa, sementara Kaur Keuangan mengelola 

berbagai transaksi keuangan dan anggaran. Selanjutnya, terdapat Kaur 

Umum yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan 

kelayakan sarana dan prasarana umum di desa. Seluruh Kepala Dusun juga 

berperan penting dalam membantu Kepala Desa dalam mengelola dan 

memimpin masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Dengan bantuan 

staf-staf tersebut, Kepala Desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih 

efisien dan efektif, sehingga desa dapat berkembang dan masyarakatnya 

dapat sejahtera secara bersama-sama. 
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Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, didefinisikan 

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan 

sendiri dan merupakan bagian dari wilayah administratif yang lebih luas. 

Undang-undang ini juga mengatur pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia, termasuk pembagian daerah menjadi provinsi dan kabupaten. 

Undang-undang ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat lokal, termasuk desa, untuk mengelola 

urusan dan sumber daya mereka sendiri. 

Keuangan desa merupakan pilar utama dalam pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai entitas 

pemerintahan setingkat paling rendah di tingkat administrasi pemerintahan 

di Indonesia, desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola 

keuangannya. Hal ini mencakup pengelolaan Dana Desa yang diberikan 

oleh pemerintah pusat, serta penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi 

daerah. 

Pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penting bagi 

pemerintah desa untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung 

jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini melibatkan penyusunan 

anggaran yang tepat, pengelolaan dana yang efisien, pelaporan keuangan 

yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan 

pengawalan terhadap penggunaan dana desa. 

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk membangun infrastruktur 

yang dibutuhkan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti 

pendidikan dan kesehatan, serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi 

lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, 

keuangan desa bukan hanya sekedar aspek administratif, tetapi menjadi 

kunci dalam mewujudkan visi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan secara menyeluruh. 

Perekonomian di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dari tahun 

ke tahun, perubahan tersebut di ikuti dengan tatanan hukum yang semakin 



4 
 

 

banyak dalam mengatur pengelolaan keuangan, baik pengelolaan keuangan 

negara maupun pengelolaan keuangan desa. Salah satu hukum yang 

mengatur terkait keuangan adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah 

undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia. 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan 

kewajiban tersebut. Dalam rangka mendukung terwujudnya good 

governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara 

perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menjelaskan Hak dan Kewajiban Negara dalam mengelola keuangan desa. 

Selain negara desa juga memiliki hak nya dalam mengatur keuangan desa, 

desa memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak, seperti hal nya 

pemungutan pajak atas belanja barang. Terkait pemungutan pajak tersebut 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 1. Pembayaran Pajak Desa Margosari 

Sumber: Desa Margosari 
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Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok 

yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang 

meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan 

keuangan negara maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best 

practices dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pengelolaan 

keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berlaku, 

seperti asas keuangan yang berimbang, asas keuangan yang berkelanjutan, 

dan asas keuangan yang berbasis data. 

 

Pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas-asas 

keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban negara, 

seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan 

negara, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang 

negara, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan 

pendapatan negara. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus 

memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan 

kekayaan negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan 

pengelolaan kekayaan negara yang berupa uang, asas keuangan yang 

berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang berupa barang, dan 

asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara 

yang berupa hak. 

 

Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas- 

asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara, 

seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara 

yang berupa uang, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan 

hutang negara yang berupa barang, dan asas keuangan yang berhubungan 

dengan pengelolaan hutang negara yang berupa hak. Dalam hal ini, 

pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan 

yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara, seperti asas 

keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara yang 

berupa uang, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan 

pendapatan negara yang berupa barang, dan asas keuangan yang 

berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara yang berupa hak. 
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Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu 

diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam 

hal ini, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas 

keuangan yang berlaku, seperti asas keuangan yang berimbang, asas 

keuangan yang berkelanjutan, dan asas keuangan yang berbasis data. Selain 

itu, pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas-asas 

keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban negara, 

seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan 

negara, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang 

negara, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan 

pendapatan negara. 

Tahun 2015 adalah tahun pertama dimana desa diberikan anggaran untuk 

melaksanakan pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 6 Tahun 2014. Dana yang diberikan untuk desa ini diharapkan dapat 

dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana 

desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana 

desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan 

operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk 

biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa 

tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola dana desa 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa atau biasa disebut APBDes adalah 

rencana anggaran keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa 

untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. APBDes 

memuat estimasi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta 
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sumber pendanaan. APBDes disusun oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil penyusunan rancangan 

APBDes yang dibuat oleh Kepala Desa dengan mendengarkan aspirasi 

masyarakat desa. APBDes merupakan alat penting untuk mengelola 

keuangan desa dan memastikan dana desa digunakan secara optimal untuk 

kepentingan masyarakat. 

APBDesa menjelaskan kebutuhan daerah dalam pembangunan desa sesuai 

petunjuk pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37. Pemerintah desa harus mengontrol penggunaan alokasi 

dana desa (ADD) sesuai dengan APBDesa yang didukung oleh potensi desa 

setempat dan swadaya. Hal ini bertujuan agar pemerintah kabupaten 

memberdayakan pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam merespon 

kebutuhan masyarakatnya. 

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, sumber pendapatan tersebut 

berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer (Dana Desa, Bagi 

Hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa), dan Pendapatan Lain- 

Lain. Sedangkan dalam penggunaan anggaran dana desa dibagi kedalam 

beberapa bidang penyelenggaraan yaitu, Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang 

Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan 

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa. 

 

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, 

hasil aset, swadaya, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh 

dari masyarakat desa. Pendapatan Transfer Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan masyarakat. 
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Gambar 2. Mekanisme Pengalokasian Dana Desa 

Sumber: DJPK-Kementrian Keuangan, 2016 

 

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah skema bagi hasil 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia yang mencakup 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Dana bagi hasil 

didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung program 

pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Pendapatan Transfer 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana 

perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian 

disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). 

Penyaluran Alokasi dana desa dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) 

kali dalam periode 1 tahun anggaran, dengan ketentuan setiap pencairan harus 

menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat tentang laporan 

penggunaan dana sebelumnya. Tahap pertama dilakukan selambat- 

lambatnya pada Bulan Mei sebesar 25%, Tahap kedua dilakukan selambat- 

lambatnya pada Bulan Juli sebesar 25%, Tahap ketiga dilakukan selambat- 

lambatnya pada Bulan Oktober sebesar 25%, dan Tahap keempat dilakukan 

selambat-lambatnya pada Bulan Desember sebesar 25%, hal tersebut sesuai 

dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 10 

ayat 5 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan. 

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 8 Tentang 

Peruntukkan Alokasi Dana Desa dapat dijabarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022: 
 

No Peruntukkan Besar Alokasi Dana Desa Sumber Dana 

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp2.450.000,- ADD 

2. Penghasilan Tetap Sekertaris Desa Rp2.230.000,- ADD 

3. Kepala Urusan Rp2.050.000,- ADD 

4. Kepala Seksi Rp2.050.000,- ADD 

5. Kepala Dusun Rp2.025.000,- ADD 

6. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa Rp500.000,- ADD 

7. Insentif Kepala Desa sebagai Rp400.000,- ADD 

 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan   

 Keuangan Desa (PKPKD) dan   

 Aset Desa   

8. Insentif Sekretaris Desa sebagai Rp300.000,- ADD 

 Koordinator Pelaksana Pengelola   

 Keuangan Desa (PPKD) dan   

 Pengurus Pembantu aset Desa   

9. Insentif Kaur Keuangan selaku Rp200.000,- ADD 

 bendahara desa   

10. Insentif Pengurus aset desa Rp200.000,- ADD 

11. Insentif Pelaksana kegiatan Rp100.000,- ADD 

12. Operasional Badan Rp3.000.000,- ADD 

 Permusyawaratan Desa   

13. Insentif Ketua Badan Rp450.000,- ADD 

 Permusyawaratan Desa   

14. Insentif Wakil Ketua, Sekertaris, Rp350.000,- ADD 

 dan Anggota BPD   

15. Operasional Lembaga Rp3.000.000,- ADD 

 Pemberdayaan Masyarakat Desa   

16. Insentif Pengurus Lembaga Rp100.000,- ADD 

 Pemberdayaan Masyarakat Desa   

17. Insentif Pemberdayaan Rukun Rp490.000,- ADD 

 Tetanggan   

18. Operasional Tim Penggerak Rp3.000.000,- ADD 

 Pemberdayaan Kesejahteraan   

 Keluarga (TP-PKK)   

19. Insentif Linmas Rp100.000,- ADD 

20. Insentif Operator atau Admin Desa Rp700.000,- ADD 

Sumber: Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 (diolah 

oleh peneliti) 
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Berdasarkan tabel terkait Peruntukkan Alokasi Dana Desa yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 8, tidak 

semua peruntukkan Alokasi Dana Desa digunakan dalam kurun waktu 1 

(satu) bulan beberapa diantaranya digunakan dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan sampai dengan 1 (tahun) yaitu, Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan 

sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sebanyak-banyaknya 5 

(lima) orang perbulan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, Operasional 

Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan maksimal sebesar 

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang disesuaikan dengan kondisi 

desa, Operasional Lembaga Permusyawaratan Desa yang ditetapkan 

maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang 

disesuaikan dengan kondisi desa, Operasional Tim Penggerak 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang ditetapkan 

maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang 

disesuaikan dengan kondisi desa. 

 

Anggaran keuangan desa di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan, tercatat alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 

triliun, sementara pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun, hal tersbut 

menggambarkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 

anggaran keuangan desa meningkat sebesar 3,5 kali lipat, tidak hanya itu 

ditahun 2022 anggaran keungan desa semakin meningkat hingga Rp468,9 

triliun. Penerima anggaran tersebut juga meningkat semula di tahun 2015 

sebanyak 74.093 desa, menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. 

 

Di Indonesia, peningkatan anggaran keuangan desa dari tahun ke tahun telah 

menjadi sorotan yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang 

lebih merata di seluruh negeri. Dengan alokasi dana yang semakin besar, 

diharapkan desa-desa dapat memperbaiki infrastruktur yang ada, 

meningkatkan layanan publik, dan mengembangkan potensi ekonominya. 

Fenomena ini tidak hanya sebagai respons terhadap permintaan masyarakat 

akan pembangunan yang lebih baik, tetapi juga sebagai bagian dari 

komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara 

wilayah perkotaan dan pedesaan. 
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Dalam konteks ini, peningkatan anggaran keuangan desa merupakan 

cerminan dari dorongan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan 

infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan sumber daya yang lebih besar, 

diharapkan desa-desa dapat mengurangi perbedaan pembangunan dengan 

kota-kota besar, yang seringkali memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas 

publik dan peluang ekonomi. 

Namun, sementara peningkatan anggaran keuangan desa menawarkan 

potensi besar untuk pembangunan yang lebih merata, tantangan-tantangan 

pun muncul. Penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan 

secara efektif dan transparan, tanpa korupsi atau penyalahgunaan 

kekuasaan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa 

dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi 

masyarakat desa, bukan hanya bagi segelintir individu atau kelompok 

kepentingan. 

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kapasitas administratif dan 

manajerial di tingkat desa guna memastikan bahwa dana tersebut dikelola 

dengan baik dan tepat sasaran. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek 

pembangunan juga merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan 

pembangunan di tingkat desa. 

Dengan demikian, sementara peningkatan anggaran keuangan desa 

menjanjikan potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pembangunan 

antara desa dan kota, perlu diingat bahwa pencapaian tujuan pembangunan 

yang merata dan berkelanjutan membutuhkan komitmen bersama dari 

semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat desa, dan sektor 

swasta. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan pengelolaan yang bijaksana, 

kita dapat mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi 

semua warga Indonesia, tanpa terkecuali. 

 

Desa Margosari mendapatkan anggaran dana desa melalui pendapatan asli 

desa dimana dalam hal ini Desa Margosari membuka usaha sewa peralatan 

pesta seperti tarub, meja, kursi, dan lain-lain, pendapatan lainnya didapatkan 
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Desa Margosari dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan 

retribusi. Terkait jumlah anggaran dan realisasi pendapatan keuangan Desa 

Margosari dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini: 

Tabel 2. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Keuangan Desa 
Margosari Tahun 2022: 

 

No Keterangan 

Pendapatan 

Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Presentase 

1 Pendapatan Asli Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- 100% 

 Desa    

2 Dana Desa (DD) Rp. 894.225.000,- Rp. 894.225.000,- 100% 

3 Alokasi Dana Desa Rp. 540.924.776,- Rp. 537.149.016,- 99% 

(ADD)    

4 Bagi Hasil Pajak dan Rp. 42.504.031,- Rp. 42.849.665,- 101% 

Retribusi (BHPR)    

5 Lain-Lain (PLL) Rp. 600.000,- Rp. 55.406,- 9% 

Total Rp. 1.482.253.807,- Rp. 1.478.279.087,- 100% 

Sumber Data: Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Timur APBDES 2022. (diolah oleh peneliti) 

Dari tabel diatas penjelasan mengenai jumlah Penerimaan Dana Keuangan 

Desa Margosari tahun 2022 tersebut dapat dikemukakan yaitu jumlah 

Pendapatan Desa Margosari yang di anggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 

1.482.253.807,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 1.478.279.087,- 

Pendapatan Desa Margosari yang relatif besar tersebut digunakan untuk 

beberapa bidang pembiayaan di desa, salah satunya adalah bidang 

penyelenggaraan pemerintah desa dimana pembiayaan dalam bidang ini 

digunakan untuk menggaji aparatur desa dalam waktu 1 tahun. Terkait 

bentuk pembiayaan Desa Margosari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 7 

dibawah ini: 
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Tabel 3. Bentuk Belanja Desa Margosari Tahun 2022: 

No Bidang Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi Presentase 

1 Penyelenggaraan Rp. 605.410.865,- Rp. 594.362.185,- 98% 

 Pemerintah Desa    

2 Pembangunan Rp. 400.709.000,- Rp. 400.709.000,- 100% 

 Desa    

3 Pembinaan Rp. 92.500.000,- Rp. 92.500.000,- 100% 

 Masyarakat Desa    

4 Pemberdayaan Rp. 30.480.000,- Rp. 30.480.000,- 100% 

 Masyarakat Desa    

5 Penanggulangan Rp. 360.000.000,- Rp. 360.000.000,- 100% 

 Bencana, Darurat    

 dan Mendesak    

 Desa    

 Total Rp. 1.489.099.865,- Rp. 1.478.051.185,- 99% 

Sumber Data: Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Timur APBDES 2022. (diolah peneliti) 

Dari tabel diatas bentuk belanja Desa Margosari dianggarkan sebesar Rp. 

1.489.099.865,- dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp. 1.478.051.185,- . 

Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai bidang diantaranya Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan 

Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan 

Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. 

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang kompleks dan 

melibatkan serangkaian kegiatan yang penting untuk mengelola keuangan 

yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan 

desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan. 

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa memiliki peran utama dalam 

menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RPJMD merupakan dokumen 

strategis yang merumuskan visi, misi, dan program pembangunan desa 

dalam jangka waktu tertentu, sementara RKPDesa merinci program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Proses 
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perencanaan ini menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan 

program pembangunan di desa. 

Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah penganggaran, di 

mana anggaran disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang 

tercantum dalam RPJMD dan RKPDesa. Penatausahaan dilakukan untuk 

memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa tercatat dengan baik dan 

transparan, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pelaporan secara 

akurat. 

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban untuk memberikan 

informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang penggunaan 

dana desa. Setelah itu, pertanggungjawaban dilakukan untuk memastikan 

bahwa pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Terakhir, pengawasan keuangan desa dilakukan untuk memastikan bahwa 

semua proses manajemen keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) berperan penting dalam mendukung Kepala Desa dalam 

menjalankan semua tahapan tersebut. Dengan demikian, manajemen 

keuangan desa yang baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat desa secara menyeluruh. 

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel, dimana seluruh lapisan masyarakat harus mengetahui seberapa 

besar dana yang diterima oleh desa, serta dana tersebut digunakan sebagai 

apa, oleh sebab itu desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa (MusrenbangDes), dalam musyawarah tersebut aparatur desa akan 

memberikan penjelasan terkait penggunaan uang selama 1 tahun. Aparatur 

desa juga akan menanyakan ke seluruh masyarakat tentang aspirasi, kritik, 

dan saran serta kegiatan apa yang dapat di prioritaskan dalam 1 tahun 

kedepan biasanya kepala dusun akan mewakili masyarakat dari setiap 

dusun, kemudian setelah dilakukan nya MusrenbangDes akan dilakukan 
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Musrenbang bersama dengan seluruh aparatur desa yang ada di kecamatan 

tersebut. 

Pengelolaan keuangan desa selain harus transparan dan akuntabel juga harus 

efektif sehingga dana yang dikeluarkan untuk mensejatrahkan dan untuk 

melakukan pembangunan di desa tidak sia-sia atau dapat dikatakan hal 

tersebut memang berguna dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang 

ada di desa. 

Pengelolaan keuangan desa yang efektif adalah landasan yang sangat 

penting untuk kemajuan desa tersebut. Ketika keuangan desa dikelola 

dengan baik, dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Misalnya, dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat 

diprioritaskan dengan tepat sesuai kebutuhan masyarakat, seperti jalan yang 

lebih baik, sistem sanitasi yang lebih baik, atau sarana pendidikan yang 

lebih berkualitas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat 

membantu mencegah penyalahgunaan dan korupsi, yang sering kali menjadi 

hambatan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 

tingkat lokal. 

 

Ketika desa berhasil mengelola keuangannya dengan efektif, dapat 

membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan memahami bagaimana keuangan desa 

dikelola dan digunakan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam 

merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap pembangunan desa 

dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 

Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat menjadi alat untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan. Dana yang dialokasikan dengan bijaksana untuk 

program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan 

atau bantuan modal usaha, dapat membantu masyarakat desa meningkatkan 

pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, desa dapat 

bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana 
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setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi 

secara maksimal. 

 

Pengelolaan keuangan desa yang efektif bukanlah tujuan akhir, tetapi alat 

untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu, kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait, 

termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendukung 

pembangunan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa desa-desa 

memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola 

keuangannya dengan baik dan mewujudkan potensi penuhnya. 

Setiap pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan atau 

terbuka tidak adanya informasi keuangan yang tertutup bagi masyarakat 

sehingga keuangan desa dapat dikatakan akuntabel atau dapat 

dipertanggungjawabkan atas setiap anggaran yang akan digunakan dan 

berapa banyak dari sisa anggaran tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Nomor 113 Pasal 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, dan 

bendahara desa bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan rekening bank 

desa. 

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali 

diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya 

strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan 

pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan 

perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan 

perangkatnya. 

Adapun berikut ini penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang 

sejenis yaitu: 
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Tabel 4. Penelitian Terdahulu: 
 

No Peneliti/Tahun Judul Penelitian  Hasil 

1. Edwen Kambley, Efektivitas Penggunaan Penelitian menunjukkan 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ali Khadlirin, 

Edy 
Mulyantomo, dan 
Sri  Yuni 
Widowati, 2021 

 

 

 
3. Eko Sumarsono 

dan Muh. Effendi 
Purnomo, 2019 

 

 

 

 
4. Saputra  Wayan, 

2016 

 

 

 

 

 
5. Iska Amelia 

Harahap, 2018 

Dana Desa Dalam 
Pelaksanaan Pembangunan 
Di Desa Karegesan 
Kecamatan Kautidan 
Kabupaten Minahasa 
Utara. 

 

 

 

 

 
Analisis Efisiensi 
Pengelolaan Dana Desa 
(Studi Empiris Dana Desa 
di Desa Tegalarum 
Kabupaten Demak Tahun 
2016-2020) 

 

 
Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Desa Dengan 
Sistem Dan Prosedur 
Akuntansi Dana Desa 

 

 

 
Efektivitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa pada 
Desa Lembean Kecamatan 
Kintamani Kabupaten 
Bangli Tahun 2009-2014 

 

 
Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Desa Di Desa 
Sijungkang Kecamatan 
Angkola Timur Kabupaten 
Tapanuli Selatan 

bahwa efektivitas pengelolaan 
dana desa di Desa Karegesan 
sebesar 80,87%, yang 
termasuk dalam kategori 
cukup efektif. Faktor-faktor 
yang menghambat efektivitas 
pengelolaan dana desa dalam 
meningkatkan pembangunan 
desa antara lain pembebasan 
lahan, tiang listrik, pohon- 
pohon besar, dan kendala 
cuaca.. 
Penelitian  tersebut 
menunjukkan bahwa rata-rata 
tingkat efisiensi pengelolaan 
dana desa di Desa Tegalarum, 
Kecamatan Mranggen, 
Kabupaten Demak, adalah 
sebesar 95,57% yang 
menunjukkan tingkat efisiensi 
yang tinggi. 
Penelitian ini 

merekomendasikan agar 
pemerintah desa terus 
meningkatkan penerapan 
sistem dan prosedur akuntansi 
dalam pengelolaan dana desa 
untuk memastikan efektivitas 
pengelolaan dana desa. 
Penelitian tersebut 
menemukan bahwa tingkat 
efektivitas pengelolaan dana 
desa di Desa Lembean selama 
periode yang ditentukan 
berada pada kategori efektif, 
dengan tingkat efektivitas 90% 
- 100%. 

Penelitian ini menemukan 
bahwa efektivitas pengelolaan 
keuangan desa sebagai sarana 
pemberdayaan masyarakat di 
Desa Sijungkang belum 
optimal. Hal ini disebabkan 
oleh kurangnya transparansi 
dari pemerintah desa dalam 
mengungkapkan jumlah dana 
desa yang diterima dan 
bagaimana penggunaannya. 

 
 

 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan 

yang ada di Desa Margosari, Permasalahan yang pertama adalah terlalu 

banyak regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, 

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki 
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kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri, tidak 

hanya itu desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan, 

melaksanakan program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Terlalu banyak nya regulasi yang mengatur 

terkait pengelolaan keuangan desa ini kerap kali membuat aparatur desa 

tidak mampu mengelola keuangan yang ada yang harus di sesuaikan dengan 

peraturan yang ada. 

 

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan 

desa diantaranya, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2022, kemudian diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Alokasi Dana Desa, dan diatur dalam Peraturan Bupati Lampung 

Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022. 

 

Banyaknya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa 

terkadang tidak sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa, tentunya setiap 

Kepala Desa yang terpilih memiliki kepentingan politik tersendiri, 

masyarakat yang memilih Kepala Desa tentunya melihat dari Visi dan Misi 

yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa, namun dengan banyaknya 

peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa maka Kepala 

Desa tidak bisa menjalankan pemerintahan nya sesuai dengan Visi dan Misi 

nya, hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat desa menurun, 

dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa Kepala 

Desa dalam menjalankan pemerintahan nya harus mengikuti peraturan yang 

berlaku, tidak hanya itu masyarakat yang tidak mengetahui akan hal ini tidak 

akan menaruh simpati terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

aparatur desa. 

 

Selain dari banyaknya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan 

desa, pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

merupakan salah satu masalah yang ada di Desa Margosari, pemberian BLT 

DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusungkan sejak 
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adanya penyebaran Virus Covid-19. Desa Margosari diberikan kewajiban 

untuk menganggarkan BLT DD sebesar 40% dari Dana Desa, adanya BLT 

DD ini menggeser serta memangkas dana yang dianggarkan untuk beberapa 

kepentingan yang lain contohnya seperti kepentingan dalam pembangunan 

desa. 

Pemberian BLT DD dilakukan melalui musyawarah khusus desa, dimana 

para calon KPM akan menghadiri musyawarah ini, dalam musyawarah ini 

aparatur desa dan masyarakat lainnya akan menentukan siapa sajakah calon 

KPM yang berhak menerima BLT DD, bagi calon KPM yang tidak 

menerima BLT DD ini seringkali muncul kecemburuan sosial terhadap 

calon KPM yang menerima BLT DD, padahal BLT DD yang diberikan 

harus disesuaikan kembali berdasarkan persyaratan penerimaan BLT DD, 

tidak menerima nya BLT DD seringkali membuat masyarakat tidak mau 

ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa. 

Pemberian SILTAP merupakan salah satu masalah yang muncul di Desa 

Margosari, pemberian SILTAP sering sekali mengalami keterlambatan, 

dimana keterlambatan pemberian SILTAP ini mempengaruhi loyalitas 

aparatur desa dalam bekerja, keterlambatan pemberian SILTAP ini bisa 

lebih dari 3 bulan. 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung 

Timur”. Hal ini dilihat dari besarnya angka pendapatan anggaran desa pada 

tahun 2022 yang mencapai angka Rp1.482.253.807,00 (Satu Milyar Empat 

Ratus Delapan Puluh Dua Dua Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Tujuh 

Rupiah). 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan di Desa Margosari Kecamatan 

Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

keuangan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian membangun pemikiran dalam hal 

pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada 

pengelolaan keuangan desa serta dapat memberikan sebuah 

masukan dan wawasan bagi pemerintah desa untuk lebih 

meningkatkan kefektifan dalam pengelolaan keuangan desa dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan 

evaluasi untuk menghindari kendala- kendala kedepannya 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Tinjauan Efektivitas 

2.1.1. Definisi Efektivitas 

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective artinya berhasil. 

Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu effectiveness yang berarti efektivitas, 

keefektifan, kemujaraban, kemanjuran, dan keampuhan. Efektifitas 

umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan 

operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian 

tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Jenis pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila jenis pekerjaan bisa 

memberikan satu unit pengeluaran (output) berbanding pemasukan 

(input). Pekerjaan dinamaakan efektif bila jenis pekerjaan tersebut 

bisa diselesaikan tepat waktunya sesuai dengan rencana yang sudah 

ditentukan. Efektivitas suatu hal artinya bagaikan kesuksesan untuk 

mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan. (Steers dalam 

Siswanto, 2015) 

Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. 

Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota 

tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya 

ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam 

organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. 

Efektivitas  kelompok  adalah  jumlah  kontribusi  dari  semua 



 

anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih 

besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu. 
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Campbell (2016) Efektivitas program bisa berjalan dengan 

kemampuan operasional untuk melakukan beberapa program kerja 

yang disesuaikan melalui tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Secara komprehensif, efektivitas bisa diartikannya sebagai tingkatan 

kemampuannya suatu lembaga/organisasi supaya bisa menjalankan 

semua tugas pokok/guna menggapai target yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Efektif dapat diartikan suatu pekerjaan atau kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan target atau rancangan yang telah dibuat 

sebelum kegiatan atau pekerjaan itu dilakukan, target atau rancangan 

yang dibuat tersebutlah yang akan melihat pekerjaan atau kegiatan 

yang telah berjalan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. 

 

 

 

2.2. Tinjauan Pengelolaan 

2.2.1. Definisi Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan 

merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang 

tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk 

melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan 

sehingga lebih bermanfaat. 

 

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan 

merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara 

etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) 

dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan 

ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan 

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. 
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Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai 

fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi 

pekerjaan. 

 

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan 

sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai 

suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya 

sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan 

pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage 

yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan 

hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi 

manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

 

 

2.2.2. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada 

seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam 

suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan 

dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau 

manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan 

lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan: 

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang 

saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga 
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keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan 

kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang 

perkepentingan dalam suatu organisasi. 

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi 

dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara 

yang umum yaitu efisien dan efektivitas. 

 

 

2.2.3. Fungsi Pengelolaan 

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para 

ahli salah satunya adalah Henry Fayol yang mengemukakan ada 5 

fungsi pengelolaan antara lain: Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Commanding (Pemeberian Perintah), 

Coordinating (Pengkordinasian), Controlling (Pengawasan). 

Menurut Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan 

yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing 

Actuating Controlling. 

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas dapat 

dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia 

merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi 

indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan 

penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, 

lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, 

pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan 

organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh 

komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola 

dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan 

yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan 

jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang 

dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan 

sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu 

pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak 
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dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada 

suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut. 

 

 

 

2.3. Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah suatu kajian yang membahas tentang pengelolaan 

keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala 

desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan desa bersama dengan pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 

bendahara desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari prinsip 

pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembiayaan. 

Sejauh ini keuangan desa di definisikan sebagai semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya 

merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam 

penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, 

subjek, proses, dan tujuan. (Soleh, Rochmansjah, 2015) 
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2.3.1. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus 

dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah: 

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar 

semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan 

dokumen anggaran desa. 

2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan 

agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh 

dalam dokumen anggaran desa. 

3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa 

berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran. 

4. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar 

setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara 

jelasperuntukannya. 

5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas 

atauprinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan 

keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

nasyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan 

keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku. 

8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan 

keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan 

terhadap hak pribadi dan golongan. 

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, 

yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK 

untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak 

boleh dipengaruhi oleh siapapun. 
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10. Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan 

bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa 

dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus 

dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan 

kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan. 

12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki 

dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun 

pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 

sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari 

penyebab timbulnya selisih tersebut. 

13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa 

dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang 

mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan 

perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan 

pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan 

kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif. 

16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya 

suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional. 

17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang 

mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau 

diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. 
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Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu 

dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang 

jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, 

efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa 

pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa 

pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan 

terbaik antara masukan dengan keluarannya. 

Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan 

keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara 

masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, 

maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat 

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. (Soleh, Rochmansjah, 

2015) 

 

 

 

2.4. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahapan dalam 

keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kelima tahapan 

tersebut meliputi: 

1. Perencanaan Keuangan Desa 

Keuangan Desa, dilihat dari sifat pengelolaanya dapat dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang 

berupa APBDesa yang bersifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu 

yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa 

Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang bersifat protif motif. 

(Soleh, Rochmansjah, 2015) 

 

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan 

pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan 

datang. Proses perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa) yang berisi visi dan misi 
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kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang 

meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

RPJMDesa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) yang disusun oleh kepala desa bersama dengan pelaksana 

teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 

bendahara desa. APBDesa merupakan dokumen rencana kegiatan dan 

anggaran yang memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian rencana 

kegiatan serta tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, 

untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan 

APBDesa harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan 

desa, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). 

 

Perencanaan Keuangan Pemerintahan Desa yang berupa APBDesa 

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan. 

b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya 

disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan 

disepakati bersama. 

d. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. 

e. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati 

bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi. 

f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) 

hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa. 

g. Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Walikota tidak 

memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBD tersebut dapat disyahkan menjadi Peraturan Desa 
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h. Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala 

desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi 

peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa 

dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun 

sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan 

BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud. 

j. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala 

Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

k. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang 

diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. (Soleh, Rochmansjah, 

2015) 

2. Pelaksanaan Keuangan Desa 

Pelaksanaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses 

pelaksanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RPJMDesa) yang berisi visi dan misi kepala desa, arah 

kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 

RPJMDesa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) yang disusun oleh kepala desa bersama dengan pelaksana 

teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 

bendahara desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri 

dari prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembiayaan. 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kepala desa 
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adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan desa bersama dengan pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 

bendahara desa. 

 

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut: 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan wilayahnya, 

maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

d. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang 

ditetapkan dalam APBDesa. 

e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang 

bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan 

dalam peraturan Kepala Desa. 

g. Penggunaan belanja tidak terduga terebih dahulu harus dibuat Rincian 

Anggaran Biaya (RAB yang telah disyahkan oleh Kepala Desa. 

h. Pengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai 

dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa 

dan disahkan oleh Kepala Desa. 

i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. 
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j. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengaju Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan 

Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi. 

k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa 

diterima. 

l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, 

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban untuk: 

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan; 

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 

3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

m. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menye tujui 

permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran 

dan pencatatan pengeluaran. 

n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan otongan dan pajak 

yang dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. 

o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 

p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuaangan desa 

dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. 

q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa 

dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan 

buku bank. 

r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap 

bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 

s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan 
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paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir 

tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. 

(Soleh, Rochmansjah, 2015) 

3. Penatausahaan Keuangan Desa 

Penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan seluruh transaksi 

keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun 

anggaran. Penatausahaan keuangan meliputi aktivitas menerima, 

menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan, pembelanjaan, dan 

pembiayaan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

 

Ketentuan pokok penatausahaan keuangan desa meliputi pembukaan 

rekening desa, pencatatan transaksi keuangan, pembuatan buku kas umum, 

buku kas pembantu pajak, buku bank, dan buku panjar. Tugas dan tanggung 

jawab pelaksana penatausahaan keuangan desa, khususnya bendahara desa, 

meliputi melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun 

pengeluaran, mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi 

tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan 

kepada kepala desa, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang 

menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran kepada kepala desa. 

Ketentuan dalam penatausahaan sebagai berikut: 

a. Penatausahaan belanja/pengeluaran desa wajib dilakukan oleh 

Bendahara Desa; 

b. Dokumen penatausahaan belanja/pengeluaran harus disesuaikan 

dengan Peraturan Desa Tentang APBDesa atau Peraturan Desa Tentang 

perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP); 

c. Pengajuan SPP tersebut harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

d. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang 

yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 
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pengeluaran/belanja kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya; 

e. Dokumen yang dipergunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan 

penatausahaan belanja/pengeluaran desa meliputi: 

- Buku Kas Umum; 

- Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran; 

- Buku Kas harian pembantu. 

 

f. Laporan Pertanggungjawaban Belanja/Pengeluaran Desa wajib 

dilampiri dengan: 

- Buku Kas Umum; 

- Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran/belanja yang 

disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah; 

- Bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke kas negara. (Soleh, 

Rochmansjah, 2015) 

4. Pelaporan Keuangan Desa 

Pelaporan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat 

evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan 

kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun 

pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan keuangan desa memiliki manfaat 

penting, antara lain: 

1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan 

sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran. 

2. Dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi 

terakhir periode pelaporan. 

3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa. 

4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik 

penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan. 

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 
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bendahara desa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama harus 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga harus 

disampaikan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan 

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Pelaporan keuangan desa dapat dilakukan 

melalui aplikasi Siskeudes sebagai platform laporan keuangan desa yang 

dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang ada di 

desa. 

 

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat 

evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan 

kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun 

pemangku kepentingan lainnya. 

 

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada 

Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. 

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan 

bendahara desa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama harus 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga harus 

disampaikan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan 

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Pelaporan keuangan desa dapat dilakukan 

melalui aplikasi Siskeudes sebagai platform laporan keuangan desa yang 

dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang ada di 

desa. 
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Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa beberapa 

ketentuan yang perlu diperhatikan: 

a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib 

mempertanggunggjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa. 

b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari 

unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

c. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan: 

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

PelaksanaanAPBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa. 

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan, dan 

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diinformasikan 

secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah 

diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media 

informasi lainnya. 

e. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan 

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun 

Anggaran berakhir. (Soleh, Rochmansjah, 2015) 
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Gambar 3. Gambaran Umum Skema Pengelolaan Keuangan Desa 

Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

 

 

 

2.5. Kerangka Pikir 

Desa Margosari merupakan desa hasil pemekaran yang terletak di 

Kecamatan Metro Kibang Kabupateng Lampung Timur. Desa Margosari 

telah menerima anggaran desa sejak 2015. Anggaran desa yang diterima ini 

berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil 

pajak dan retribusi, dan lain-lain. Anggaran desa ini diperuntukkan untuk 

beberapa bidang diantaranya yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah 

desa, bidang pelaksaan pembangunan desa, bidang pembinaan 

kemasyarakatan desa, bidang pemberdaayan masyarakat, bidang 

penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. 

Anggaran dana yang diterima oleh Desa Margosari jika dilihat pada tahun 

2022 sebesar 1.482.253.807,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua 

dua ratus lima puluh tiga delapan ratus tujuh rupiah) angka tersebut bukan 

lah angka yang kecil, angka yang tidak kecil tersebut harus digunakan 

dengan sebaik baik mungkin, maka dari itu dalam penggunaan anggaran 

desa aparatur Desa Margosari harus bijak dalam menggunakan nya, 

sehingga  manfaat  yang  di  hasilkan  berguna  bagi  masyarakat  Desa 
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Tidak Efektif Efektif 

Tahapan Pengelolaan 
Keuangan Desa Permendagri 

No 20 Tahun 2018: 

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Penatausahaan 
4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 
Margosari Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Timur 

 

Margosari itu sendiri, dengan pengelolaan keuangan yang efektif maka 

Desa Margosari mampu mensehjatrakan masyarakat nya serta dengan 

pembangunan yang merata tidak ada lagi kesetimpangan pembangunan 

antara desa dan kota. Penggunaan Anggaran Desa dapat dikatakan efektif 

apabila tepat sasaran dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak 

merugikan pihak manapun. 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian 

lapangan ( field research ) dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti 

untuk mengeskplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, 

luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- 

kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi 

pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian Kualitatifl didefenisikan sebagai penelitian yang menekankan 

pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari 

pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode 

penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu 

mengkaji masalah secara kasus perl kasus karena metode penelitian 

kualitatifl yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat 

masalah lainnya. 
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3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti berguna untuk memberi 

batasan terhadap suatu objek penelitian agak fokus peneliti tidak melebar 

Menurut Sugiyono penentuan fokus penelitian kualitatif merupakan domain 

tunggal yang didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh 

dari situasi sosial (Sugiyono, 2020:275). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tahapan 

Pengelolaan Keuangan Desa yang terbagi menjadi ke 5 (lima) tahapan, 

yaitu: 

1. Perencaan 

- Proses Perencanaan 

- Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) 

2. Pelaksanaan 

- Penerimaan dan Pengeluaran Desa 

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

3. Penatausahaan 

- Penatausahaan Keuangan 

4. Pelaporan 

- Laporan Pelaksanaan APBDes 

5. Pertanggungjawaban 

- Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pelaksanaan 

APBDes 

 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat 

(Moleong, 2017 : 128). 

Penelitian ini dilakukan di desa Margosari Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Timur dengan memakan waktu kurang lebih 6 bulan, 

terhitung sejak bulan Maret hingga bulan Agustus tahun 2023. 
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3.4. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari 

informan melaluiwawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain- 

lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data 

dalam penelitian ini yakni: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui 

wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari 

keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara 

juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi 

dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunderadalah literatur yang bersumber dari dokumen 

negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal 

ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan 

terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 

3.5. Informan 

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data 

informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik 

pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan 

seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita 

harapkan. Adapun daftar narasumber, yaitu: 
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Tabel 5. Informan Penelitian 
 

No NAMA JABATAN 

1. Suwardi Kepala Desa Margosari 

2. Suranto Sekretaris Desa Margosari 

3. Jamaludin Kaur Keuangan Desa 

  Margosari 

4. Saman Kasi Pembangunan Desa 

  Margosari 

5. Sudarsih Masyarakat Desa Margosari 

 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiono,2008:17), Teknik pengumpulan data primer merupakan 

data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mencari data yang lengkap dan sangat berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti Hal ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

A. Metode Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231), wawancara adalah 

pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui 

tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu 

topik yang di tuju. 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. 

B. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan- 

peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 

relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). 
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Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam sebuah metode penelitian kualitatif. Kegiatan 

dalam studi dokumentasi di dalam penelitian sangat berguna bagi 

peneliti. Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji 

kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai 

pendukung data primer. 

C. Metode Observasi 

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas 

pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan 

observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku 

tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya. 

 

Menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai 

teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti 

itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian 

dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti 

yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan 

dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat 

bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada 

objek yang ditelitinya. 

 

 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman di dalam buku (Burhan Bungin, 2009:115) 

Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, peneliti menampilkan 

secara lebih detail sebagai berikut: 
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A. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan data, mengarahkan data, membuang Data yang tidak 

perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan, 

reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. 

B. Penyajian Data 

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta 

memberikan Tindakan. 

C. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan buktibukti yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakanl 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat, peneliti kembali ke lapangan, 

maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. 



 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1. Sejarah Desa Margosari 

Desa Magosari adalah salah satu dari 7 (Tujuh) desa di Kecamatan Metro 

Kibang Kabupaten Lampung Timur. Desa Margosari adalah desa 

pemekaran dari Desa Margototo atas usulan warga masyarakat desa yang 

terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun IX dan Dusun X dan telah dinyatakan 

sebagai Desa Persiapan dengan Perda Lampung Timur Nomor 06 tahun 

2002 tanggal 20 maret 2002. 

Desa margosari mempunyai luas wilayah 788,97 ha, dan sebagian besar 

merupakan tanah pertanian/peladangan. Desa margosari secara geografis 

terletak disebelah Timur dari wilayah kecamatan Metro Kibang dan 

berbatasan langsung dengan salah satu Desa dari Kecamatan Batang Hari 

yaitu Desa Buana Sakti. 

 

Gambar 5. Kantor Desa Margosari 

Sumber: Desa Margosari 
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Pada awalnya Desa Margosari di buka oleh masyarakat perambah hutan 

yaitu tahun 1956 dan merupakan pedukuhan dengan salah satu tokoh yang 

bernama Bapak KASELAR (Alm) dan hingga kini masih ada warga 

masyarakat desa sekitar yang menyebut Desa Margosari dengan sebutan 

Kaselar. Warga Desa Margosari mayoritas adalah suku jawa dan 99% 

beragama islam dengan rata-rata berpenghasilan sebagai petani peladangan. 

Nama Desa Margosari berasal dari bahasa jawa yaitu dari kata Margo dan 

Sari yang berarti Margo=Jalan dan Sari=Bagian yang terbaik, jadi dapat 

disimpulkan bahwa Desa Margosari mempunyai arti Jalan Menuju 

Kebaikan. 

Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang terdapat 4 (empat) kepala desa 

yang sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa Margosari. Pada periode 

pertama tahun 2002-2003 dijabat oleh Bapak Sunarto (alm), beliau menjabat 

selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan tidak dapat melanjutkan tugas 

dikarenakan sakit dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2003. Periode 

kedua tahun 2003-2007 dipimpin oleh Bapak Kateno untuk menggantikan 

pejabat Kepala Desa yang telah meninggal dunia, maka pada bulan Oktober 

2003 diadakan musyawarah desa untuk memilih kembali Pejabat Kepala 

Desa yang baru sebagai pejabat Kepala Desa yang pada saat 

kepemimpinannya telah 4 (empat) kali diusulkan sebagai penjabat Kepala 

Desa Margosari (Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007). Periode ketiga 2007- 

2013 dipimpin oleh Ibu Jumiatun pemilihan ini dilakukan pada bulan 

Desember tahun 2007. Periode keempat 2013-2019 dilakukan pemilihan 

kepala desa pada tanggal 11 Desember 2013 yang dimenangkan oleh Bapak 

Suwardi. Periode kelima 2019-2025 dilakukan pemilihan kembali pada 

tanggal 20 November 2019 diadakan pemilihan kepala Desa Margosari 

periode 2019-2025 dan terpilih kembali Bapak Suwardi. 
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Susunan nama-nama Kepala Desa Margosari adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Susunan Nama-Nama Kepala Desa: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Desa Margosari 

 

Struktur Desa Margosari dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini: 
 

Gambar 6. Struktur Desa Margosari 

Sumber: Desa Margosari 

 

 

 

4.2. Letak Geografis Desa Margosari 

Desa Margosari berada di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung 

Timur Provinsi Lampung, Desa Margosari memiliki luas wilayah sebesar 

788,97 Ha, dibagi menjadi sebagai berikut: 

a. Perumahan : 118,75 Ha 

b. Ladang : 518 Ha 

c. Perkebunan : 93,47 Ha 

d. Sawah Tadah Hujan : 12 Ha 

e. Lain-lain : 46,75 Ha 

No Nama Kepala Desa Tahun Menjabat 

1. Sunarto 2002-2003 

2. Kateno 2003-2007 

3. Jumiatun 2007-2013 

4. Suwardi 2013-2025 
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Desa Margosari memiliki 5 (lima) dusun. Desa Margosari berbatasan 

langsung dengan beberapa desa lain diantaranya di sebelah Utara berbatasan 

dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari, di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang, dan di sebelah 

Barat dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang. 

 

 

4.3. Kondisi Demografi Desa Margosari 

Penduduk Desa Margosari berada pada tahun 2022 berjumlah 2.276 jiwa 

dan terdiri dari 748 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan gender yaitu 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.167 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan sebanyak 1.009 jiwa. 

 

 

4.4. Kondisi Sosial Desa Margosari 

a.) Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan di Desa Margosari belum dapat dikatakan stabil, 

jika dilihat pada tahun 2022 angka putus sekolah mencapai 321 (tiga 

ratus dua puluh satu) orang, angka ini merupakan angka yang cukup 

besar. Tingkat Pendidikan yang belum stabil ini dapat mempengaruhi 

SDM di kemudian hari. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini komposisi 

tingkat Pendidikan masyarakat desa Margosari tahun 2022: 

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margosari Tahun 2022: 
 

No Jenjang pendidikan Jumlah 

1. Taman Kanak-Kanak 49 

2. SD/MI 844 

3. SMP/MTS 390 

4. SLTA/SMA 360 

5. Diploma/S1/S2 29 

6. Pondok Pesantren 7 

7. Kursus Keterampilan 13 

8. Putus Sekolah 321 

Sumber: Profil Desa Margosari 
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b.) Lembaga Pendidikan 

Lembaga Pendidikan Desa Margosari dapat dikatakan cukup lengkap, 

Pendidikan dari jenjang Paud sampai dengan Sekolah Menengah Atas 

sudah ada di Desa Margosari dengan masing-masing berjumlah 1 (satu) 

unit, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 8. Lembaga Pendidikan di Desa Margosari: 
No Lembaga Jumlah 

1. Paud 1 Unit 

2. Taman Kanak-Kanak 1 Unit 

3. Sekolah Dasar/Sederajat 1 Unit 

4. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat 1 Unit 

5. Sekolah Menengah Atas/Sederajat 1 Unit 

Sumber: Profil Desa Margosari 

 

c.) Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Agama 

Mayoritas penduduk di Desa Margosari beragama islam hanya 9 

(Sembilan) orang yang memeluk agama Kristen. 

Tabel 9. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Agama: 
 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 1165 

2. Kristen 9 

3. Katolik - 

4. Hindu - 

5. Budha - 

Sumber: Profil Desa Margosari Tahun 2022 

 

 

 

4.5. Kondisi Ekonomi Desa Margosari 

Mayoritas masyarakat desa Margosari bermata pencaharian sebagai petani 

mereka mengolah ladang, hal ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat 

di Desa Margosari, dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah masyarakat 

yang bekerja sebagai petani sebanyak 573 orang. 
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Tabel 10. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Mata Pencaharian: 

No Pekerjaan Jumlah 

1. PNS 6 Orang 

2. Polri 2 Orang 

3. Swasta 5 Orang 

4. Wiraswasta/Pedagang 37 Orang 

5. Petani 573 Orang 

6. Buruh Tani 25 Orang 

7. Peternak 551 Orang 

8. Jasa 1 Orang 

9. Pengrajin 1 Orang 

10. Pekerja Seni 1 Orang 

Sumber: Profil Desa Margosari Tahun 2022 

 

 

 

4.6. Pengelolaan Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 

Desa Margosari Tahun 2022 

Di Desa Margosari, pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan yang mengalir dari 

berbagai sumber dana. Pertama, terdapat penghasilan tetap dan tunjangan 

kepala desa, serta penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebagai 

bentuk pengelolaan keuangan yang terpusat pada pemerintahan desa. Selain 

itu, terdapat juga pengelolaan operasional pemerintah desa dan tunjangan 

bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta operasionalnya. 

 

Tidak hanya itu, insentif untuk RT, pengelola keuangan desa, dan aset desa 

juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan yang harus diperhatikan 

dengan baik. Penyediaan sarana sebagai aset tetap perkantoran juga menjadi 

prioritas, bersama dengan penguatan dan pengelolaan informasi teknologi 

(IT) di tingkat desa. 

Semua jenis kegiatan ini mengandalkan sumber dana dari Alokasi Dana 

Desa (ADD), namun ada juga kegiatan yang bersumber dari Dana Desa 

(DD), seperti musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, penunjang 

profil desa dan data IDM, serta penyusunan dokumen perencanaan dan 
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keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang terstruktur dan efektif, 

diharapkan Desa Margosari dapat terus berkembang dan memberikan 

manfaat yang maksimal bagi masyarakatnya. 

 

 

4.7. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Desa di desa Margosari 

Tahun 2022 

Pembangunan desa adalah suatu proses yang berdampak positif dalam 

meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan. 

Salah satu manfaat utama dari pembangunan desa adalah meningkatnya 

akses terhadap infrastruktur dasar. Hal ini mencakup pembangunan jalan, 

jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang memudahkan mobilitas 

penduduk desa serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik juga 

membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah 

tersebut. 

 

Selain infrastruktur, pembangunan desa juga memberikan dampak positif 

dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sekolah dan fasilitas 

kesehatan yang memadai meningkatkan aksesibilitas penduduk desa 

terhadap layanan pendidikan dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Hal 

ini berdampak langsung pada peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan 

masyarakat desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas 

dan kualitas hidup mereka. 

 

Tidak hanya itu, pembangunan desa juga berperan dalam mengurangi 

kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan 

akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, pembangunan desa 

membantu meratakan distribusi kekayaan dan kesempatan di seluruh 

wilayah negara. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat 

desa, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan politik secara keseluruhan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa memiliki 

manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan 

stabilitas sosial masyarakat pedesaan. Investasi dalam pembangunan desa 

bukan hanya investasi dalam masa depan masyarakat desa itu sendiri, tetapi 
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juga investasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan secara 

keseluruhan. 

Terdapat banyak Pembangunan Desa yang telah dilakukan Desa Margosari 

khususnya pada tahun 2022, Pembangunan Desa tersebut antara lain 

Pembangunan Jalan Telford, Pembuatan Gorong-Gorong, Pembangunan 

Tanggul Penahan Tanah, Pembangunan Sumur Bor, Paping Sanggar Seni, 

Paping Lokasi Toko Pasar Malam Minggu, Lampu Lapangan, Saluran 

Drainase, dan Pembukaan Badan Jalan. Seluruh pembangunan tersebut 

dibiyaai menggunakan Dana Desa (DD). 

 

 

4.8. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di 

Desa Margosari Tahun 2022 

Pembinaan kemasyarakatan desa adalah suatu upaya yang bertujuan untuk 

memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 

tingkat lokal. Dengan fokus pada pengembangan komunitas dan partisipasi 

aktif warga, pembinaan kemasyarakatan desa memiliki sejumlah manfaat 

yang signifikan. 

Pembinaan kemasyarakatan desa memperkuat ikatan sosial antar warga. 

Melalui kegiatan seperti pertemuan komunitas, diskusi kelompok dan 

kegiatan sosial lainnya, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk saling 

berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas yang kuat. 

Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan 

mendukung, tetapi juga meningkatkan rasa keterikatan antar warga dalam 

membangun desa mereka. 

Pembinaan kemasyarakatan desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Dengan memperkuat infrastruktur sosial seperti sistem pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi lokal, pembinaan tersebut membantu masyarakat 

mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Contohnya, melalui pelatihan keterampilan, 

pemberdayaan perempuan, atau program pemberdayaan ekonomi lokal, 
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masyarakat desa dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara 

berkelanjutan. 

Pembinaan kemasyarakatan desa memfasilitasi pembangunan 

berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan lokal, pembinaan 

tersebut memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi risiko 

proyek yang tidak efektif atau tidak berkelanjutan, serta memastikan bahwa 

pembangunan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat desa. 

 

Selain itu, pembinaan kemasyarakatan desa memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan warga 

dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah lokal, pembinaan 

tersebut menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, 

kebutuhan, dan pandangan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan rasa 

memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan, tetapi juga 

memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan. 

 

Terakhir, pembinaan kemasyarakatan desa meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan mempromosikan praktik- 

praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi 

terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam, pembinaan tersebut 

membantu masyarakat desa untuk menjaga lingkungan hidup mereka. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh 

desa dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk 

generasi mendatang. 

Secara keseluruhan, pembinaan kemasyarakatan desa memiliki manfaat 

yang luas, mulai dari memperkuat ikatan sosial hingga meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan 

keputusan, pembinaan tersebut membantu menciptakan desa yang lebih 

berdaya dan berkelanjutan untuk masa depan. 
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Terdapat beberapa jenis kegiatan yang masuk ke dalam Pembinaan 

Masyarakat Desa Margosari tahun 2022 antara lain Honor Pengurus LPM, 

Operasional LPM, Honor Anggota LINMAS, Operasional TP PKK, 

Operasional Pengurus Jenazah, Insentif Kader KPMD, Insentif Pengurus 

Makam, Insentif Operator SIK-NG, Insentif Operator Website Desa, Input 

Data SGDS, Insentif Kader KPM, Insentif Kader Posyantekdes. 

Pembiayaan Bidang Pembinan Kemasyasyarakatan tersebut diperoleh dari 

berbagai sumber seperti ADD, DD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

(BHPR). 

 

 

4.9. Pengelolaan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di 

Desa Margosari Tahun 2022 

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses yang berfokus 

pada pemberian kekuatan, keterampilan, dan sumber daya kepada 

masyarakat di tingkat desa untuk mengambil peran aktif dalam 

pembangunan dan pengelolaan kehidupan mereka sendiri. 

Salah satu manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat desa adalah 

peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan memberikan akses ke 

pelatihan, modal usaha, dan bantuan teknis, masyarakat desa dapat 

mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka sendiri. Hal ini tidak 

hanya menciptakan lapangan kerja lokal tetapi juga meningkatkan 

pendapatan dan daya beli masyarakat desa, sehingga mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. 

Pemberdayaan masyarakat desa juga memainkan peran penting dalam 

meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Dengan memberikan 

pelatihan tentang keterampilan kepemimpinan, manajemen proyek, dan 

advokasi, masyarakat desa dapat lebih aktif terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini 

menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah lokal dan 

masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
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didengar dan diwakili dengan baik dalam kebijakan dan program 

pembangunan. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan sarana untuk 

mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu dalam masyarakat. 

Dengan memberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti pertanian 

berkelanjutan, kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan, masyarakat desa 

dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan yang 

kompleks dan beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian 

individu tetapi juga memperkuat kedudukan masyarakat desa secara 

keseluruhan. 

 

 

4.10. Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa di Desa Margosari Tahun 2022 

Pengelolaan keuangan desa yang baik memegang peran penting dalam 

penanggulangan bencana darurat dan situasi mendesak. Dana yang tersedia 

bisa digunakan untuk mempersiapkan masyarakat, seperti pelatihan 

evakuasi dan pembelian peralatan darurat. Selain itu, alokasi dana yang 

tepat dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rentan terhadap 

bencana, seperti drainase dan jalan. Melalui pengelolaan keuangan yang 

transparan dan akuntabel, desa dapat lebih siap menghadapi bencana dan 

merespons dengan cepat ketika keadaan darurat terjadi. 

 

Desa Margosari sendiri pada tahun 2022 mengelola keuangan di Bidang 

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak untuk 

kepentingan Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang akan diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengalokasikan dana 

tersebut untuk Desa Aman Covid. 



 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tahun 

2022 dengan menggunakan 5 (lima) tahapan pengelolaan keuangan desa yang 

terdiri dari Perencanaan yaitu ada Proses Perencanaan dan Rancangan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBDes), Pelaksanaan yaitu ada 

Penerimaan dan Pengeluaran Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

Penatausahaan yaitu ada Penatausahaan Keuangan, Pelaporan yaitu ada 

Pelaporan Pelaksanaan APBDes, dan Pertanggungjawaban terhadap 

Realisasi APBDes sudah dapat dikatakan efektif, dimana di setiap tahapan 

pengelolaan keuangan Desa Margosari telah mengikuti seluruh rangkaian 

yang ada dan mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Desa 

Margosari juga melibatkan masyarakat dalam tahap pengelolaan keuangan 

desa. 

 

 

6.2. Saran 

Pada saat proses penelitian berlangsung ditemukan ada beberapa kendala dan 

kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Margosari Kecamatan Metro 

Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022. Maka, dapat diberikan 

beberapa saran yang dapat diapaparkan dibawah ini sebagai berikut: 

1. Desa Margosari diharapkan lebih menghimbau kepada seluruh aparatur 

desa untuk mempelajari terkait aturan-aturan yang berlaku sehingga hal 

tersebut dapat memudahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, selain itu Desa Margosari juga harus memberikan 
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pemerataan himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti proses 

Musrenbangdes karena pada saat Musrenbangdes adalah saat yang tepat 

untuk masyarakat desa memberikan aspirasi dan masukan terhadap desa. 

2. Desa Margosari diharapkan mampu mempertahankan efektivitas 

pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana mestinya, sehingga 

manfaat dari pengelolaan keuangan desa yang efektif tersebut bisa 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

3. Mengadakan pelatihan dan pembelajaran terkait pengelolaan keuangan 

desa yang ditujukkan kepada aparatur desa yang mungkin kurang paham 

terkait pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Margosari. 
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